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PUTUSAN

Nomor 1828/Pdt.G/2024/PA.Gs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu

pada  tingkat  pertama  dalam  persidangan  Majelis  Hakim,  telah  menjatuhkan

putusan dalam perkara “CERAI TALAK” antara :

 PEMOHON,  tempat  dan  tanggal  lahir  Gresik,  06  Mei  1992,  agama  Islam,

pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun

Bondot RT01, RW09 Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah

Kabupaten  Gresik,  dalam  hal  ini  memberikan  kuasa  kepada

Tohari,  SH.,  Ahmad  Royani,  S.H.,  M.H.,  dan  Titus  Fitro

Widyantoro,  S.H.,  para  advokat/penasehat  hukum,  yang

beralamat  di  Jalan  Basuki  Rahmat  Nomor  122  Lamongan,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 16 November 2024,

dan telah terdaftar  pada Kepaniteraan Nomor 702/SK/10/2024

Tanggal 22 Oktober 2024 sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON,  tempat  dan  tanggal  lahir  Gresik,  19  Juni  1994,  agama  Islam,

pekerjaan  Ibu  Rumah  Tangga,  pendidikan  SLTA,  tempat

kediaman  Dusun  Banyulegi  RT04,  RW04  Desa  Banyuurip,

Kecamatan  Ujungpangkah  Kabupaten  Gresik,  sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah  mendengar  keterangan  Pemohon,  Termohon  dan  para  saksi

dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Oktober 2024

telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Gresik, Nomor 1828/Pdt.G/2024/PA.Gs tanggal 22 Oktober

2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut: 

1. Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  telah  menikah  pada  tanggal  :  24

Desember 2012, sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 496/

21/  XII/  2012 yang  dibuat  oleh  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan

UJUNGPANGKAH, Kabupaten GRESIK;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di

rumah orang tua  Termohon yang beralamat di  Dsn BANYULEGI  RT.004 /

RW.004, Desa  BANYUURIP Kecamatan  UJUNGPANGKAH,  Kabupaten

GRESIK selama kurang lebih 6 Tahun, 

3. Bahwa  dalam  perkawinan  tersebut  Pemohon  dan  Termohon  telah

melakukan hubungan badan (Ba’da al dhukul) sebagaimana layaknya suami

istri dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama ROFIFAH FARAH Umur 9

Tahun, sekarang ikut bersama Termohon.;

4. Bahwa  pada  awal  menikah  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon

bahagia  namun  sejak  tahun  2016  antara  Pemohon  dan  Termohon  telah

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan

oleh  Termohon  diduga  mempunyai  Pria  Idaman  Lain  (PIL)  dan  selalu

membantah  Pemohon  jika  diberikan  nasehat  atau  saran  dari  Pemohon

selaku  suaminya,  dan  dalam  percekcokan  Termohon  selalu  meminta

diceraikan oleh Pemohon;

5. Bahwa  dari  percekcokan  dan  pertengkaran  tersebut  puncaknya  pada

terjadi  pada  bulan  tahun  2018  Pemohon  disuruh  pulang  oleh  Termohon

sehingga Pemohon  meninggalkan tempat kediaman bersama dan  pergi ke

rumah  orang  tuanya  di  Dusun  BONDOT RT.001  /  RW.009,  Desa

BANYUURIP Kecamatan  UJUNGPANGKAH,  Kabupaten  GRESIK hingga

sekarang sudah Berpisah selama 6 tahun;

6. Bahwa  akibat  dari  percekcokan  dan  pertengkaran  tersebut  antara

keluarga  Pemohon  dan  keluarga  Termohon  telah  berusaha  untuk

mendamaikan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  di  atas,  maka  permohonan  Pemohon

telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; 
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8. Bahwa  oleh  karena  hal  –  hal  sebagaimana  tersebut  diatas,  Pemohon

merasa bahwa pernikahan dengan Termohon tersebut telah tidak mencapai

tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta upaya

– upaya untuk mempertahankannya tidak berhasil, oleh karena itu Pemohon

merasa sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga

dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul  akibat

perkara ini;

Bahwa berdasarkan  dalil  –  dalil  sebagaimana  terurai  di  atas,  Pemohon

mohon agar Pengadilan Agama Gresik c.q. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk

memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini,  dan  selanjutnya  menjatuhkan  putusan

yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

2. Memberi  ijin  Pemohon

( Pemohon)  untuk  menjatuhkan  talak  satu  roj’i  terhadap  Termohon

(FITROTUN NISA Binti  SHOLIHIN) dihadapan sidang Pengadilan Agama

Gresik ; 

3. Membebankan  biaya

perkara kepada Pemohon ;

SUBSIDAIR : 

Atau apabila Pengadilan Agama Gresik berpendapat lain, mohon putusan yang

seadil-adilnya. (Ex Aequo Et bono)

Bahwa Pemohon dalam perkara ini  memberi  kuasa kepada  Tohari,  SH.,

Ahmad  Royani,  S.H.,  M.H.,  dan  Titus  Fitro  Widyantoro,  S.H.,  para

advokat/penasehat hukum, yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat Nomor 122

Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 16 November 2024, dan

telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 702/SK/10/2024 Tanggal 22 Oktober

2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil

surat kuasa;
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Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon

dan  Termohon  datang  menghadap  ke  persidangan,  dan  Majelis  Hakim  telah

berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa  Majelis  Hakim  telah  memerintahkan  kepada  Pemohon  dan

Termohon untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan

dari  KASNO,  S.Ag.,  S.H.,  Mediator  Pengadilan  Agama  Gresik tertanggal  12

November  2024,  yang  menyatakan  bahwa  upaya  mediasi  telah  berhasil

sebagian mengenai akibat perceraian antara kedua belah pihak, yaitu tentang

Nafkah iddah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Mut'ah berupa uang

sebesar  Rp1.000.000,00  (satu  juta  rupiah),  dan  Nafkah  anak  yang  bernama

Rofifah Farah  setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sampai

anak tersebut dewasa/mandiri;

Bahwa  Termohon pernah hadir di  persidangan namun kemudian setelah

mediasi  tidak  pernah  datang  lagi  menghadap  di  persidangan  dan  tidak  pula

menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, meskipun telah dipanggil secara

sah dan patut; 

Bahwa  selanjutnya  telah  dibacakan  permohonan  Pemohon  yang  isinya

tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan

telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama  IKHWANDI,  Nomor

3525070606920003 Tanggal 20 November 2013 dari Pemerintah Kabupaten

Gresik  Bukti  surat  tersebut  telah diperiksa oleh Majelis  Hakim, dicocokkan

dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi

kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis; 

2.  Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  dari  KUA Ujungpangkah  Kabupaten  Gresik

Provinsi Jawa Timur, Nomor 496/ 21/ XII/ 2012 Tanggal 24 Desember 2012.

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

aslinya yang ternyata sesuai  dan telah dinazegelen,  kemudian diberi  kode

bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. SAKSI:
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1. Sholihin  bin  Jaelan,  umur  54  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  petani,

bertempat  tinggal  di  Dusun  Bondot  ,RT 001  RW  009  Desa  Banyu  urip,

Kecamatan  Ujungpangkah  Kabupaten  Gresik,  memberikan  keterangan  di

bawah sumpah sebagai berikut :

 Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi

adalah ibu kandung Pemohon;

 Bahwa  saksi  mengetahui  Pemohon menghadap  ke  persidangan

akan menggugat cerai Termohon;

 Bahwa  Hubungan  antara  Pemohon  dengan  Termohon  adalah

suami isteri sah, telah dikaruniai seorang anak bernama Rofifah Farah,

sekarang ikut bersama Termohon;

 Bahwa  Setahu  saksi  keadaan  rumah  tangga  Pemohon  dan

Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai

perselisihan  dan  pertengkaran,  disebabkan  Termohon  tidak

mendengarkan nasehat Pemohon, Termohon tidak nurut dilarang keluar

malam, Termohon berselingkuh dengan suami orang, bahkan Termohon

pernah didatangi keluarga selingkuhannya supaya tidak menggangu laki-

laki tersebut;

 Bahwa saksi  mengetahui  pertengkaran Pemohon dan Termohon,

kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 6 tahun;

 Bahwa  Selama berpisah  tempat  tinggal,  Termohon  tidak  pernah

memberi nafkah kepada Pemohon dan tidak pernah saling mengunjungi;

 Bahwa  saksi  sudah  berusaha  mendamaikan  Pemohon  dan

Termohon, namun tidak berhasil;

 Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

2.  Ahmad Muhammad Asshofi  bin  Ahmad Lazim,  umur  31  tahun,  agama

Islam, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di Dusun Banggalsari ,RT 002

RW 002  Desa  Banyu  urip,  Kecamatan  Ujungpangkah  Kabupaten Gresik,

memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

 Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi

adalah teman Pemohon;;
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 Bahwa  saksi  mengetahui  Pemohon menghadap  ke  persidangan

akan menggugat cerai Termohon;

 Bahwa  Hubungan  antara  Pemohon  dengan  Termohon  adalah

suami isteri  sah, telah dikaruniai  seorang anak, sekarang ikut bersama

Termohon;

 Bahwa  Setahu  saksi  keadaan  rumah  tangga  Pemohon  dan

Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai

perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon telah berselingkuh

dengan laki-laki lain;

 Bahwa saksi  mengetahui  pertengkaran Pemohon dan Termohon,

kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 6 tahun;

 Bahwa  Selama berpisah  tempat  tinggal,  Termohon  tidak  pernah

memberi nafkah kepada Pemohon dan tidak pernah saling mengunjungi;

 Bahwa  saksi  sudah  berusaha  mendamaikan  Pemohon  dan

Termohon, namun tidak berhasil;

 Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya

tetap pada permohonannya, kemudian mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk

berita  acara  persidangan  perkara  ini,  yang  merupakan  bagian  yang  tidak

terpisahkan dari putusan ini;  

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan Pemohon  adalah

sebagaimana tersebut di atas; 

Menimbang,  bahwa Pemohon dalam perkara ini  memberi  kuasa kepada

Tohari, SH., Ahmad Royani, S.H., M.H.,  dan Titus Fitro Widyantoro, S.H., para

advokat/penasehat hukum, yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat Nomor 122

Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 16 November 2024, dan

telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 702/SK/10/2024 Tanggal 22 Oktober

2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi

syarat formil dan materiil surat kuasa,  maka Majelis Hakim berpendapat bahwa
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surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima

kuasa  harus  pula  dinyatakan  telah  mempunyai  kedudukan  dan  kapasitas

sebagai  subjek  hukum  yang  berhak  melakukan  tindakan  hukum  atas  nama

pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang

dilaksanakan  berdasar  Hukum  Islam,  maka  berdasarkan  Pasal  49  ayat  (2)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana

telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara a

quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama; 

Menimbang,  bahwa  Pemohon  mendalilkan  telah  menikah  dengan

Termohon  sebagaimana  kutipan  akta  nikah,  dan  perkawinan  tersebut  hingga

saat  ini  belum  pernah  putus,  dengan  demikian  Pemohon  mempunyai  legal

standing untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  telah  berusaha  mendamaikan  kedua

belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak

untuk  menempuh  mediasi  sesuai  ketentuan  PERMA Nomor  1  Tahun  2016,

namun berdasarkan surat  pemberitahuan dari  KASNO, S.Ag.,  S.H.,  Mediator

Pengadilan  Agama  Gresik  tertanggal  12  November  2024,  yang  menyatakan

mediasi antara para pihak telah berhasil sebagian;

Menimbang,  bahwa  Termohon pernah  datang  di  persidangan, namun

setelah mediasi tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan meskipun

telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga  Termohon dianggap tidak ingin

mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka perkara ini

dapat diperiksa dan diputus secara contradictoir (diluar hadirnya Termohon);

Menimbang,  bahwa alasan pokok  permohonan Pemohon adalah bahwa

rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon diduga mempunyai

Pria Idaman Lain (PIL) dan selalu membantah Pemohon jika diberikan nasehat

atau saran dari Pemohon selaku suaminya, dan dalam percekcokan Termohon

selalu meminta diceraikan oleh Pemohon;
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Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini

adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga

Pemohon dan  Termohon sudah  sedemikian  parah,  sehingga  Pemohon dan

Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali; 

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohoanan Pemohon 

telah mengajukan bukti surat (P.1 s/d P.2) dan 2 (dua) orang saksi yang dicatat 

dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan 

ini;

Menimbang,  bahwa  bukti  P.1  adalah  berupa  fotokopi  Kartu  Tanda

Penduduk  atas  nama  Pemohon,  bermeterai  cukup,  di-nazegelen,  dan  cocok

dengan  aslinya,  isi  bukti  tersebut  menjelaskan  mengenai  tempat  tinggal

Pemohon,  sehingga  bukti  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formil  dan  materiil

pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah,

bermeterai  cukup,  di-nazegelen,  dan  cocok  dengan  aslinya,  merupakan  akta

otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Pemohon

dan Termohon sebagaimana dipertimbangkan di atas, sehingga bukti  tersebut

telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  itu  bukti  bukti  tersebut  mempunyai

kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR  jo Pasal 1870

KUH Perdata; 

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya,

dibawah sumpah  menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon

sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran,  saat  ini  antara  keduanya  telah

berpisah  tempat  tinggal  selama 6  tahun,  saksi-saksi  tersebut  telah  berusaha

mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka

kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi  Pemohon

didasarkan  pengetahuan,  penglihatan  dan  pendengaran  langsung  dan

keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-

saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat  Pemohon, maka berdasarkan

Pasal 172 HlR.  juncto Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-

saksi  Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil  dan materiil
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kesaksian,  maka  keterangan  saksi-saksi  tersebut  merupakan  alat  bukti  yang

mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan keterangan saksi-

saksi serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta-fakta sebagai

berikut: 

 Bahwa  hubungan  antara  Pemohon  dan  Termohon  adalah  suami  isteri

yang sah, telah dikaruniai seorang anak bernama ROFIFAH FARAH Umur 9

Tahun, sekarang ikut bersama Termohon;

 Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi,

diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus

menerus  yang  disebabkan  Termohon  tidak  mendengarkan  nasehat

Pemohon, Termohon tidak nurut dilarang keluar malam, dan Termohon telah

berselingkuh dengan laki-laki lain;

 Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut,  kemudian terjadi

pisah  tempat  tinggal  antara  Pemohon  dan  Termohon  hingga  sekarang

berlangsung selama 6 tahun;

 Bahwa selama pisah tempat tinggal  tersebut,  Pemohon dan Termohon

tidak pernah saling mengunjungi, demi keutuhan dan keharmonisan rumah

tangga;

 Bahwa  Pemohon  didalam  persidangan  menunjukkan  sikap  sungguh-

sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon;

 Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan

Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Pemohon menuntut agar diberi

izin  untuk  menjatuhkan  talak  satu  raj'i  terhadap  Termohon,  akan

dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang,  bahwa  antara  Pemohon  dan  Termohon  sama-sama  sudah

tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati satu sama lain,

dimana  rasa  saling  mecintai,  hormat  menghormati  dan  setia  serta  saling

memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan

sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga
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(vide:  Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 77 ayat (2)

Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara

perceraian bukanlah “matri monial guilt“ tetapi broken marriage (pecahnya rumah

tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa

yang  bersalah  yang  menyebabkan  timbulnya  perselisihan  dan  pertengkaran

akan  tetapi  yang  terpenting  bagi  Majelis  Hakim adalah  mengetahui  keadaan

senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini

sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28

PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996; 

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai

dalam fakta di atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah berpisah

tempat tinggal  kurang lebih 6 tahun,  berturut-turut dan selama pisah tersebut

antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami

isteri, Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamikan

Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya, tetapi tidak

berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah

dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali; 

Menimbang,  bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir  batin

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al

Qur’an disebut dengan  ”miitsaqan ghaliidhan (ikatan yang amat kuat)” dengan

tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana

dimaksud Pasal  1  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga

yang  sakinah  mawaddah  dan  rahmah  sebagaimana  dikehendaki  dalam  Al-

Qur’an Surat Ar-Rum ayat (21) Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI); 

Menimbang,  bahwa  dengan  keadaan  rumah  tangga  Pemohon  dan

Termohon yang demikian itu,  maka Majelis  Hakim menilai  tujuan perkawinan

tersebut  tidak  dapat  diwujudkan  dalam  rumah  tangga  Pemohon  dengan

Termohon;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  tersebut  maka  perkawinan  yang

demikian  tidak  dapat  dipertahankan  lagi  dan  lebih  maslahah  diakhiri  dengan

perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa

depannya sendiri;
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Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini,  Majelis  Hakim  perlu

mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya

Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;  

Menimbang,  bahwa  antara  Pemohon dan  Termohon telah  berhubungan

sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai,

maka  sesuai  Pasal  118  Kompilasi  Hukum  Islam  talak  yang  dijatuhkan  oleh

Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil

permohonan a quo Pemohon telah terbukti  dan tidak melawan hukum, maka

petitum angka 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  hasil  laporan  mediasi  tanggal  12

November  2024 antara  Pemohon  dan  Termohon  telah  terjadi  kesepakatan,

berkenaan  dengan  akibat  dari  perceraian  ini  yaitu  Pemohon  dan  Termohon

besepakat  Nafkah iddah  sebesar  Rp6.000.000,00 (enam juta  rupiah), Mut'ah

berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Nafkah anak yang

bernama Rofifah Farah setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah),

sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang,  bahwa  suatu  perjanjian  atau  persetujuan  yang  dibuat

bersama,  baik  dibuat  di  bawah  tangan  maupun  di  buat  di  hadapan  pejabat,

semua keterangan yang tertuang dalam perjanjian atau persetujuan tersebut,

harus  dianggap  benar,  dan  merupakan  kehendak  pihak  yang  membuat,  dan

berlaku undang-undang bagi  pembuatnya,  serta  mengikat  pihak pembuatnya,

kecuali bila isi perjanjian atau persetujuan tersebut bertentangan dengan hukum

atau melawan hukum, dan suatu persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain

dengan  kesepakatan  kedua  belah  pihak,  atau  karena  alasan-alasan  yang

ditentukan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut telah disepakati bersama oleh

Pemohon dan  Temohon,  dan  isinya  tidak  bertentangan  dengan  hukum serta

tidak melawa hukum, maka pelaksanaannya mengikat Pemohon dan Termohon; 
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Menimbang,  bahwa  kebutuhan  biaya  untuk  anak  tentu  akan  terus

bertambah sesuai dengan perkembangan dan bertambahnya umur anak-anak

tersebut, sehingga biaya yang tercantum dalam putusan ini adalah biaya minimal

dan  harus ada kenaikan setiap tahunnya, oleh karena itu  biaya hadhonah dan

nafkah anak-anak perlu ditentukan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% dari

jumlah  yang  ditetapkan, diluar  biaya  pendidikan dan  kesehatan  sesuai  Surat

Edaran  Nomor  3  Tahun  2015  Tentang  Pemberlakuan  Rumusan  Hasil  Rapat

Pleno Kamar Mahkamah Agung ;

Menimbang,  bahwa  perlindungan  dan  pemenuhan  hak-hak  perempuan

dan  anak  pasca  perceraian  meniscayakan  kolaborasi  dan  sinergi  dengan

pemerintah kota dan stakeholder terkait agar berjalan secara efektif;

Menimbang,  bahwa  untuk  mengefektifkan  pemenuhan  hak-hak

perempuan  dan  anak  pasca  perceraian,  Pengadilan  Agama  Gresik  dan

Pemerintah  Daerah  Gresik  telah  menandatangani  Nota  Kesepakatan  Nomor:

130/07/437.11/NK/2024  dan  Nomor:  2165/KPA.W13-A17/HM2.1.1/06/2024

tertanggal  20  Juni  2024  dimana  pasal  4  angka  1  huruf  (e)  pada  pokoknya

menegaskan  pemerintah  daerah  Gresik  melakukan  pembatasan  pelayanan

publik dalam bentuk penundaan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu

Tanda Penduduk dan pelayanan perijinan bagi pihak yang tidak melaksanakan

amar putusan Pengadilan Agama terkait hak-hak perempuan dan anak pasca

perceraian dan dalam pasal 4 angka 2 huruf (f)  pada pokoknya menegaskan

bahwa  dalam  putusan  perceraian  Pengadilan  Agama  dapat  mencantumkan

dalam amar putusan pembatasan pelayanan publik  dalam bentuk penundaan

pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dan

pelayanan perijinan sampai pihak melaksanakan amar putusan terkait hak-hak

perempuan dan anak pasca perceraian;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (2) huruf I UU Nomor 30 Tahun 2014

tentang Administrasi Pemerintah ditegaskan bahwa pemerintah wajib mematuhi

putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang,  bahwa  kolaborasi,  sinergi  dan  kesepakatan  diatas  dinilai

sesuai  dengan  ketentuan  pasal  2,  3,  4,  dan  6  Peraturan  Mahkamah  Agung

(Perma) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan

Berhadapan dengan Hukum;
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut,

maka  majelis  hakim  perlu  mencantumkan  dalam  amar  putusan  untuk

memerintahkan Pemerintah  daerah Gresik  memberikan pelayanan perubahan

identitas Kartu  Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dan pelayanan perijinan

setelah Pemohon memenuhi hak perempuan dan anak diatas;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon tentang biaya

perkara, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89

Ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989  yang  telah  diubah  dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009,  maka  semua biaya  yang  timbul  akibat  perkara  ini  dibebankan kepada

Pemohon;

Mengingat,  segala  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan

hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi  izin  kepada  Pemohon  (  Pemohon)  untuk  menjatuhkan

talak  satu  raj'i  terhadap  Termohon  (Termohon)  di  depan  sidang

Pengadilan Agama Gresik;

3. Menghukum  Pemohon  memberikan  kepada  Termohon  nafkah

iddah  sejumlah  Rp6.000.000,00  (enam juta  rupiah) dan  mut’ah  dalam

bentuk  uang  sejumlah  Rp1.000.000,00  (satu  juta  rupiah) yang  harus

dibayar sebelum ikrar talak;

4. Menghukum  Pemohon  untuk  membayar  nafkah  anak  bernama

Rofifah  Farah,  sebesar Rp1.000.000,00 (satu  juta  rupiah) setiap  bulan

diluar  biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam

setiap  pergantian  tahun,  sampai  anak  tersebut  dewasa  atau  mandiri

melalui Termohon;

5. Memerintahkan Pemerintah Kabupaten Gresik untuk memberikan

pelayanan  perubahan  identitas  Kartu  Keluarga  dan  Kartu  Tanda

Penduduk,  serta  pelayanan  perijinan  setelah  Pemohon  memenuhi  isi

diktum nomor 3 dan 4 diatas;
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6. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini

dihitung sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian  putusan  dijatuhkan  dalam  sidang  permusyawaratan  Majelis

Hakim pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan

tanggal  1  Jumadil  Akhir  1446  Hijriah,  yang  dibacakan  dalam sidang  terbuka

untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. JURAIDAH sebagai Ketua Majelis, Dra.

Hj. HAMIMAH, M.H. dan JAFAR M. NASER, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai

Hakim Anggota, dibantu oleh FIFIT FITRI LUTFIANINGSIH, S.H.,  M.H.,  M.M.

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan diluar hadirnya

Termohon.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Ttd. Ttd.

Dra. Hj. HAMIMAH, M.H. Dra. JURAIDAH

Ttd.

JAFAR M. NASER, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Ttd.

FIFIT FITRI LUTFIANINGSIH, S.H., M.H., M.M.
Perincian biaya :

Pendaftaran Rp 30.000,00
Proses Rp 100.000,00
Panggilan Rp 60.000,00
PNBP Rp 20.000,00
Biaya Sumpah Rp 100.000,00
Redaksi Rp 10.000,00
Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp 330.000,00
(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)
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